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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Demokrasi telah menjadi arus utama negara-negara modern. Prasyarat negara 

demokrasi modern adalah penyelenggaraan pemilu. Pemilu pada dasarnya 

merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk membentuk pemerintahan baru yang 

lebih stabil dan efektif. Pemilu juga merupakan instrumen bagi masyarakat untuk 

memilih wakil-wakil mereka di dalam parlemen. Pemilu di Indonesia merupakan 

pintu masuk untuk melakukan konsolidasi pemerintahan yang demokratis. Pemilu 

adalah wujud nyata implementasi demokrasi yang tidak dapat dipisahkan dari 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai salah satu aspek demokrasi, pemilu 

diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, 

oleh, dan untuk rakyat. Tujuan demokrasi perwakilan bertujuan agar kepentingan 

dan kehendak warga negara tetap menjadi bahan pembuat keputusan melalui orang-

orang yang mewakili mereka. Di dalam gagasan demokrasi perwakilan, kedaulatan 

tertinggi tetap berada di tangan rakyat, tetapi dijalankan oleh wakil-wakil rakyat 

yang dipilih oleh rakyat sendiri. 

Dalam perspektif penulis, konsolidasi demokrasi hanya akan tercipta melalui 

pemilu yang demokratis dan pemerintahan yang dibentuknya secara lebih 

representatif terhadap kedaulatan rakyat. Pemerintah di sini didefinisikan sebagai 

mereka yang terpilih dan mendapat mandat dari rakyat untuk menjalankan 

kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud adalah mengemban tugas mewakili rakyat 

dalam mengontrol dan mengendalikan pemerintahan agar demokrasi yang dicita-

citakan dapat berjalan dengan sebaik mungkin. Akan tetapi, pada kenyataannya 

penyelewengan kekuasaan oleh yang berkuasa marak dijadikan sebagai fenomena 

pentasan dalam pergelaran demokrasi dewasa ini. 
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Penyalahgunaan kekuasaan sering dilakukan oleh mereka yang memiliki 

kekuasaan. Kekuasaan dan kewenangan banyak kali disalahgunakan untuk 

melegalkan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Setiap kekuasaan 

cenderung tidak dapat dikontrol dan bermuara pada penyelewengan untuk 

melakukan korupsi. Pemilu merupakan alat untuk membatasi kekuasaan, sehingga 

kekuasaan tersebut dapat dikontrol dan berjalan sesuai dengan kehendak rakyat. Di 

sini, kedaulatan rakyat didefinisikan sebagai kekuasaan rakyat dalam mengontrol 

dan mengendalikan pemerintahan oleh wakil-wakil mereka di parlemen.   

Pemilu yang mulia ternyata tidak sepenuhnya dicapai dengan cara yang 

mulia. Pemilu di Indonesia banyak kali diwarnai dengan korupsi politik. Hal itu 

dibuktikan dengan berbagai praktik skandal yang mencederai proses pemilu. 

Indonesia memiliki dua kali pengalaman penyelewengan yang mengatasnamakan 

pemerintah. Pengalaman tersebut terjadi pada era Orde Lama di bawah kekuasaan 

Soekarno dan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.  

Sejarah politik Indonesia merdeka menunjukkan bahwa tingkat partisipasi 

politik tertinggi terjadi di masa sistem demokrasi konstitusional. Kesadaran rakyat 

untuk berpartisipasi dalam politik cukup membanggakan. Untuk merealisasikan 

hak berpartisipasi dalam politik, masyarakat dan warga negara mengembangkan 

berbagai wadah mulai dari kelompok kepentingan, ormas, partai politik, dan 

lembaga perwakilan rakyat, sampai kepada sistem perwakilan yang otonom dan 

fungsional. Tujuan pembentukan wadah-wadah tersebut dimaksudkan untuk 

menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat sebagai bangsa demokrasi.  

Melihat pentingnya peran masyarakat dan lebih khusus pemilih dalam proses 

pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut, tingkat partisipasi pemilih menjadi salah 

satu tolak ukur sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu. Tingkat partisipasi 

pemilih tersebut kerap kali dijadikan indikator utama untuk melihat seberapa besar 

tingkat legitimasi penyelenggaraan pemilu dan untuk menakar sejauh mana hasil 

pemilu diterima oleh masyarakat umum dan pemilih. Dengan kata lain, semakin 

tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka semakin besar pula kepercayaan 

masyarakat dalam melihat pemilu sebagai sarana penyaluran kedaulatan rakyat. 

Sebaliknya. Semakin rendah tingkat partisipasi pemilih dapat menjadi indikator 



65 
 

bahwa masyarakat pada umumnya sudah tidak tertarik untuk berpartisipasi atau 

bahkan sudah tidak percaya terhadap proses pemilu.   

Upaya penggalangan partisipasi dapat dilakukan dengan berbagai strategi. 

Salah satunya dapat dilakukan adalah dengan menjalankan proses pendidikan 

pemilih. Pendidikan pemilih adalah proses menanamkan nilai-nilai tertentu kepada 

satu generasi untuk membentuk sikap dan perilaku. Nilai-nilai itu diharapkan 

menjadi sumber pedoman dan inspirasi dalam melihat dan menghadapi sesuatu hal 

dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kajian serta analisis dalam skripsi ini, penulis mengajukan 

beberapa saran kepada pihak-pihak tertentu. Saran-saran ini diharapkan menjadi 

titik pijak bagi pembaca untuk membangun paradigma berpikir kritis dalam upaya 

meningkatkan kualitas pemilu yang jauh dari pengaruh oligarki. 

5.2.1 Pemerintah 

Kuatnya politik oligarki di Indonesia adalah konsekuensi dari terjadinya 

politik berbiaya tinggi. Fenomena tersebut mengakibatkan para politisi yang ingin 

berlaga di pemilu membutuhkan sokongan dana yang besar dari para oligark. Para 

politisi yang pada awalnya hanya mencari sokongan dana dari para oligark, 

kemudian menjadi terbelenggu karena dana tersebut tidak diberikan tanpa syarat 

tertentu.  

Dalam mengatasi fenomena oligarki yang menggerogoti proses demokrasi 

elektorat, pada akhirnya dibutuhkan pemikiran yang komprehensif dan regulasi 

pemilu yang jelas dan tegas untuk membatasi agar politik uang dan oligarki tidak 

merajalela dan merusak tatanan demokrasi. Bahkan tidak saja diperlukan regulasi. 

Namun dibutuhkan juga penyelenggara serta aparat penegak hukum yang 

berintegritas serta komitmen dalam mengeksekusi regulasi pemilu. Selain itu, 

diperlukan juga edukasi publik yang kuat dari pemerintah untuk membangun 

budaya literasi politik yang kritis. 



66 
 

Dalam perspektif penulis, politik uang dan oligarki harus diperjuangkan 

untuk dieliminasi dari keseluruhan pentas demokrasi. Dengan adanya upaya 

tersebut, maka sumber daya publik, akses ruang publik, dan anggaran publik tidak 

disalahgunakan untuk kepentingan segelintir elit atau kerabat oligarki. Selain itu, 

dibutuhkan pula pembenahan sistem pemilu dan kepartaian agar berbiaya murah 

dan memprioritaskan kader partai bermutu untuk mengisi jabatan publik. 

5.2.2 Partai Politik 

Pelembagaan partai politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk 

mewujudkan pemilu yang demokratis. Partai politik harus dapat mengikis 

fenomena oligarki kepartaian. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh setiap partai 

politik adalah penguatan ideologi partai dan menjamin sistem rekrutmen dan 

kaderisasi yang baik. Ideologi partai harus diejawantahkan dalam rumusan yang 

praktis, kritis, serta revolusioner sehingga mampu dipahami dan diinternalisasi oleh 

anggota partai dan masyarakat luas. Ideologi partai seyogyanya terbingkai dalam 

cita-cita kemajuan kesejahteraan bangsa. Sistem rekrutmen dan kaderisasi dalam 

partai politik pun harus sungguh-sungguh memperhatikan unsur objektivitas dari 

setiap kader partai politik.  

5.2.3 Masyarakat Sipil 

 Masyarakat sipil dalam hal ini dapat berupa pemilih atau konstituen yang 

telah memperoleh legitimasi serta hak untuk memilih. Masyarakat diajak untuk 

menyadari betapa pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilu. Secara garis 

besar, pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para 

kontestan untuk dipengaruhi agar kemudian  memberikan suara kepada kontestan 

bersangkutan. 

 Demokrasi menghadirkan sistem politik yang lebih terbuka. Hal demikian 

memberi peluang bagi oligarki untuk mendominasi institusi demokrasi. Karena itu, 

demokrasi sesungguhnya membutuhkan kekuatan penyeimbang. Dalam konteks 

ini, pengawasan dari publik tentu menjadi penting. Keberadaan masyarakat sipil 

seharusnya dilandasi juga dengan sikap dan perilaku kritis. Sikap kritis 

sesungguhnya adalah sumbangan mulia dalam memajukan suatu nuansa politik 
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yang sehat. Sikap kritis menunjukkan posisi tawar yang kuat dan kesadaran politik 

yang tinggi dari pemilih. Sikap kritis menjadi mekanisme kontrol bagi kandidat 

politik yang terpilih melalui kritik yang membangun.  

Melalui sikap kritis, pemilih akan terhindar dari fanatisme buta terhadap 

kontestan maupun partai. Selain itu, dengan adanya sikap kritis, pemilih akan 

terhindar dari sikap apatis dan juga pengaruh oligarki yang mewabah melalui politik 

uang. Bersikap kritis artinya pemilih berpartisipasi aktif dalam menggunakan hak 

suara. Namun, hak suara tentunya tidak hanya diberikan begitu saja. Ia harus 

disertai dengan tuntutan bagi kontestan untuk memenuhi janji politik. Sikap kritis 

menunjukkan tanggung jawab sebagai pemilih untuk mengawasi kinerja kandidat 

selama masa jabatan berlaku. Dengan demikian, antara pemilih dengan kandidat 

yang dipilih memiliki ikatan politis yang kuat. 
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